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ABSTRAK 

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 

2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN 

PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK 

PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 

2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 

 

Lilik Rochmah 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Diperlukan perangkat hukum baru yang lebih komprehensif demi 

memberikan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di 

masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan 

terobosan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk 

didalamnya pemberian hak atas restitusi terhadap korban dan keluarganya yang 

seringkali terabaikan. Peraturan teknis pelaksanaan tentang tata cara pemberian 

restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. 

Tujuan dari penulisan ini adalah ingin mengkaji tentang 1) 

Bagaimanakah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 bagi korban TPKS dan 2) Bagaimanakah kedudukan 

Perma Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 

Dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa dengan pembaharuan 

sejumlah makna dalam pengertian kekerasan serta terobosan baru yang dilakukan 

dalam hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat 

memberikan upaya bagi korban untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan hukum termasuk pemberian hak restitusi yang diperlukan untuk 

pemulihan korban/Restitutio in integrum. Peraturan Mahkamah Agung 

mempunyai kekuatan hukum yang cukup mengikat baik dari segi kewenangan 

pembuatan maupun dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Namun di 

Kabupaten Gresik pada khususnya, belum ada kasus yang mencantumkan amar 

putusan pemberian restitusi. 

 

Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
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ABSTRACT  

THE POSITION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2022 

CONCERNING PROCEDURES FOR SETTING UP APPLICATIONS AND 

PROVIDING RESTITUTION AND COMPENSATION TO VICTIM OF CRIME 

AGAINST ARTICLE 38 OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIME 

ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE 

 

Lilik Rochmah 

Law Studies Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

 New, more comprehensive legal instrument are needed to provide law 

enforcement that can fullfil a sense of justice in society. The presence of Law 

Number 12 of 2022 provides a new breathrough in law enforcement in Indonesia. 

This includes providing the right to restitution to victims and their families who 

are often neglected. Implementing technical regulation regarding procedures for 

granting restitution are regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 

2022.  

The purpose of this writing is to examine 1) What is the justice, certainty 

and legal benefit of Law Number 12 of 2022 for Criminal Act of Sexual Violence 

Victims and 2) What is the position of Supreme Court Regulation Number 1 of 

2022 regarding Article 38 of Law Number 12 of 2022. In this reseach, the author 

uses a normative legal method with three appoach methods, statutory approach, 

conceptual approch, and case approach. 

In this research, the author found that by updating a number of meaning in 

the definition of violence as well as new breakthrough made in the Indonesian 

Law and legislative system through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal 

Act of Sexual Violence, it can provide efforts for victims to obtain justice, 

certainty and legal benefit include granting restitution right necessary for the 

victim’s recovery/Restitutiio in Integrum. Supreme Court Regulation have quite 

binding legal force both in term and legal order in Indonesia. However, in Gresik 

Regency in particular, there have been no cases that include a ruling on granting 

restitution. 

 

Keywords : Restitution, Criminal Act of Sexual Violence 
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